Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 668/Pdt.G/2024/PA.Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili
perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah

menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK 1218015001910001, Umur 33 tahun, Agama Islam,
Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat
tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut
sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK 1218011701850001, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan
SLTA, Pekerjaan Buruh Las, Tempat tinggal di Kabupaten
Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 15 Juli 2024 telah
mengajukan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Sei Rampah dengan register perkara nomor 668/Pdt.G/2024/PA.Srh pada

tanggal 15 Juli 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 18 September 2010 Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten
Serdang Bedagai, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:
287/17/1X/2010, yang diterbitkan pada tanggal 20 September 2010;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
dirumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal bersama di rumah orang
tua Penggugat yang beralamat di Dusun IV Desa Besar Il Terjun Kecamatan

Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai;
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3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami-istri

(ba'da dukhul), dan telah memiliki dua anak yang bernama:

1. , lahir Terjun 01 September 2011, Umur 12 tahun, Pendidikan
SLTP Kelas VIII;

2. , lahir Besar Il Terjun 13 Oktober 2015, Umur 8 tahun, Pendidikan
SD Kelas 1V;

4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan
harmonis, namun mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus
menerus sejak Juli 2022 di sebabkan:
1. Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memenuhi
kebutuhan rumah tangga dan Penggugat sudah meminta Tergugat untuk
mencari pekerjaan namun ada saja alasan Tergugat;
2. Tergugat berhutang tanpa ijin kepada Penggugat, dan Tergugat
selalu mengatakan untuk belanja namun uang tersebut tidak pernah
diberikan kepada Penggugat;
3. Tergugat juga tidak memberi nafkah Ilahir dan batin kepada
Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin memuncak
pada Januari 2024 disebabkan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat,
Penggugat meminta Tergugat untuk bekerja gaji berapa tidak jadi masalah
namun jawaban Tergugat cari aja kau suami yang getol kerja kalau aku kan
malas kerja ;
6. Bahwa sejak saat itu hak dan kewajiban sebagai suami isteri tidak lagi
terlaksana sebagaimana mestinya hingga saat ini;
7. Bahwa pihak keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dan
Tergugat, namun Penggugat tetap pada prinsipnya ingin bercerai karena
tidak ada i'tikad baik dari Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi
Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat
mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah kiranya
berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
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9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat

perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada
Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai
berikut:

Primer:
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

3. Membebankan biaya perkara yang timbul sesuai ketentuan yang

berlaku;
Subsider

Jika majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir ke
persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan karena
berdasarkan relaas panggilan Tergugat tidak tinggal di alamat tersebut;

Bahwa Penggugat di persidangan menyatakan mencabut gugatannya;
Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir ke persidangan, sedangkan
Tergugat tidak hadir ke persidangan karena berdasarkan relaas panggilan
Tergugat tidak tinggal di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan menyatakan mencabut

gugatannya;
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Menimbang, bahwa perihal pencabutan perkara oleh yang
bersangkutan merupakan hak Penggugat yang melekat pada diri Penggugat
sebagaimana ketentuan dalam Pasal 271-272 Ry;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka untuk
perkara a quo harus ditetapkan telah terjadinya pencabutan terhadap perkara
yang bersangkutan sebagaimana akan disebutan dalam amar di bawabh ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya,
maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan termasuk
bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini
dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut

dalam register perkara;

3. Membebankan Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul

dalam perkara ini sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang

dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 19 Muharram 1446 Hijriyah, oleh Ghifar Afghany, S.Sy., M.H.
sebagai Ketua Majelis, Istiqgomah Sinaga, S.H.l., M.H. dan Royan Bawono,
S.H.l, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,
oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan
dibantu oleh Patimah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis
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dto

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ghifar Afghany, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota

dto

Istigomah Sinaga, S.H.l., M.H.

Panitera Pengganti

dto

Patimah, S.H

Perincian Biaya Perkara:
1. PNBP

Hakim Anggota

dto

Royan Bawono, S.H.l.,, M.H.

a. Pendaftaran Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat Rp. 10.000,00
C. Panggilan Pertama Tergugat Rp. 10.000,00
d. Redaksi Rp. 10.000,00
e. Pemberitahuan isi putusan Rp. -

2. Biaya proses Rp. 60.000,00

3. Panggilan Rp. 400.000,00

4. Pemberitahuan isi putusan Rp. -

5. Biaya Meterai Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah
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